
 

                      KEJAKSAAN AGUNG 
           JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN 
 
 

NOTA DINAS 
 NOMOR: B-1992/C.3/Cum/12/2025  
 

Yth. :  Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan 

Dari :  Kepala Biro Umum  

Tanggal   :   15 Desember 2025  

Sifat :  Biasa 

Lampiran :  1 (satu) berkas 

Hal : Usulan Program Penyusunan Peraturan Kejaksaan dan Instrumen Hukum 

Tahun 2026 

  Menindaklanjuti Memorandum Jaksa Agung Muda Pembinaan  Nomor B-

1565/C/Chk.1/11/2025 tanggal 5 November 2025 perihal pada pokok Nota Dinas di atas, 

bersama ini dengan hormat kami sampaikan Usulan Program Penyusunan Peraturan 

Kejaksaan dan Instrumen Hukum Tahun 2026 pada Biro Umum Jaksa Agung Muda 

Pembinaan, sebagaimana data terlampir. 

   Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk. 

 

  

 

                    Kepala Biro Umum, 
 
 
 

 
 

M. Teguh Darmawan, S.H.M.H. 
Jaksa Utama Madya NIP. 19750531 200003 1 002 

 
 
Tembusan :  
1. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan; 

(Sebagai Laporan) 

2. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri; 

3. Arsip  

  

 

 

 

 



Lampiran I Nota Dinas Kepala Biro Umum 

Nomor : B- 1992/C.3/Cum/12/2025 

Tanggal :   15 Desember 2025 

 

FORMAT USULAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KEJAKSAAN 

No Judul Peraturan Latar Belakang Tujuan Penyusunan 
Sasaran yang Ingin 

Diwujudkan 
Dasar Penyusunan Pokok Materi Muatan 

Jangkauan Arah 
Pengaturan 

1 Peraturan Jaksa Agung 
Tentang Rumah Dinas / 
Rusunawa / Mess di 
Lingkungan Kejaksaan RI 

Untuk menjamin 
ketertiban, 
akuntabilitas, dan 
kepastian hukum dalam 
pengelolaan dan 
pemanfaatan rumah 
dinas Kejaksaan RI, 
yang disediakan oleh 
negara 

Untuk menjamin 
ketertiban, 
akuntabilitas, dan 
kepastian hukum 
pemanfaatan rumah 
dinas yang disediakan 
oleh negara yang 
berfungsi sebagai 
tempat tinggal atau 
hunian dan sarana 
pembinaan keluarga 
serta penunjang 
pelaksanaan tugas 
pejabat dan/atau 
pegawai negeri sipil 

menjamin ketertiban, 
akuntabilitas, dan 
kepastian hukum 
pemanfaatan rumah 
dinas yang disediakan 
oleh negara yang 
berfungsi sebagai 
tempat tinggal atau 
hunian dan sarana 
pembinaan keluarga 
serta penunjang 
pelaksanaan tugas 
pejabat dan/atau 
pegawai negeri sipil 

1. Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 

2004 tentang 

Kejaksaan Republik 

Indonesia 

sebagaimana telah 

diubah dengan 

Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 

2021 tentang 

Perubahan atas 

Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 

2004 tentang 

Kejaksaan Republik 

Indonesia; 

2. Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran 
Negara Republik 
Indonesia Nomor 
5188); 

3. Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 
2011 tentang Rumah 
Susun (Lembaran 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 
2011 Nomor 108, 

1. Persyaratan Penghunian; 
2. Izin Penghunian Rumah 

Dinas / Rusunawa / Mess  
Kejaksaan Republik 
Indonesia; 

3. Hak, Kewajiban Dan 
Larangan Penghuni 
Rumah Dinas / Rusunawa 
/ Mess Kejaksaan 
Republik Indonesia; 

4. Tarif Dan Masa Sewa 
Rumah Dinas / Rusunawa 
/ Mess Kejaksaan 
Republik Indonesia; 

5. Sanksi Administrasi 

Berlaku Nasional dan 
menjadi dasar untuk tata 
kelola Rumah Dinas / 
Rusunawa / Mess di 
Lingkungan Kejaksaan 
RI 



Tambahan Lembaran 
Negara Republik 
Indonesia Nomor 
5252); 

4. Peraturan Presiden 
Nomor 38 Tahun 
2010 tentang 
Organisasi dan Tata 
Kerja Kejaksaan 
Republik Indonesia 
sebagaimana telah 
diubah dengan 
Peraturan Presiden 
Nomor 29 Tahun 
2016 tentang 
Perubahan atas 
Peraturan Presiden 
Nomor 38 Tahun 
2010 tentang 
Organisasi dan Tata 
Kerja Kejaksaan 
Republik Indonesia 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 
65); 

1. Peraturan Kejaksaan 
Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2024 
tentang Perubahan 
Keempat atas 
Peraturan Jaksa 
Agung Nomor PER-
006/A/JA/07/2017; 

5. Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 
Nomor 
17/PRT/M/2018 
Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas 
Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum 
Nomor 22/Prt/M/2008 
Tentang Pedoman 
Teknis, Pengadaan, 
Pendaftaran, 



Penetapan Status, 
Penghunian, 
Pengalihan Status, 
Dan Pengalihan Hak 
Atas Rumah Negara 
 

2 Peraturan Jaksa Agung 
Tentang Pemeriksaan 
Pelanggaran Administratif 
Penggunaan Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor 
Khusus Kejaksaan (TNKK) 

Untuk menjamin 
ketertiban, 
akuntabilitas, dan 
kepastian hukum dalam 
penggunaan Tanda 
Nomor Kendaraan 
Bermotor Khusus 
Kejaksaan (TNKK), 
perlu diatur tata cara 
pemeriksaan terhadap 
dugaan pelanggaran 
administratif 

Untuk menjamin tertib 
administrasi dan 
pengawasan internal 
terhadap penggunaan 
kendaraan dinas 
Kejaksaan, perlu diatur 
tata cara pengajuan, 
penerbitan, 
perpanjangan, serta 
pencabutan Surat Izin 
Mengemudi Kendaraan 
Khusus Kejaksaan 
(SIMKK) 

Menjamin ketertiban, 
akuntabilitas, dan 
kepastian hukum dalam 
penggunaan Tanda 
Nomor Kendaraan 
Bermotor Khusus 
Kejaksaan (TNKK), 

2. Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu 
Lintas Dan Angkutan 
Jalan; 

3. Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 
2004 tentang 
Kejaksaan Republik 
Indonesia 
sebagaimana telah 
diubah dengan 
Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 
2021 tentang 
Perubahan atas 
Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 
2004 tentang 
Kejaksaan Republik 
Indonesia; 

4. Peraturan Kejaksaan 
Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Penerbitan 
dan Penggunaan 
Surat Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor 
dan Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor 
Khusus Kejaksaan 
Republik Indonesia; 

5. Peraturan Kejaksaan 
Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2024 
tentang Perubahan 
Keempat atas 
Peraturan Jaksa 
Agung Nomor PER-
006/A/JA/07/2017; 

1. Penerbitan, penggunaan, 
dan pencabutan Surat 
Izin Mengemudi 
Kendaraan Khusus 
Kejaksaan (SIMKK); 

2. Tanggung jawab 
pengguna TNKK; 

3. Kewajiban dan larangan 
dalam penggunaan 
TNKK; 

4. Prosedur penanganan 
pelanggaran administratif 
terhadap penggunaan 
TNKK; 

5. Tata kelola 
penatausahaan, 
pelaporan, pengawasan, 
dan evaluasi atas 
penggunaan TNKK; 

6. Sanksi administratif atas 
pelanggaran penggunaan 
TNKK dan/atau SIMKK. 

Berlaku Nasional dan 
menjadi dasar 
Pemeriksaan 
Pelanggaran 
Administratif 
Penggunaan Tanda 
Nomor Kendaraan 
Bermotor Khusus 
Kejaksaan (TNKK) 



6. Keputusan Jaksa 
Agung RI No. 322 
Tahun 2022 Tentang 
Format dan Bentuk 
Surat Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor 
Khusus dan Tanda 
Nomor Kendaraan 
Bermotor Khusus, 
serta Daftar 
Penomoran 
Registrasi 
Kendaraan Bermotor 
Kejaksaan Republik 
Indonesia. 
 



 

 FORMAT USULAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KEJAKSAAN 

No Judul Peraturan Latar Belakang Tujuan Penyusunan 
Sasaran yang Ingin 

Diwujudkan 
Dasar Penyusunan Pokok Materi Muatan 

Jangkauan Arah 
Pengaturan 

1 Peraturan Jaksa Agung 
Tentang Perubahan atas 
Peraturan Jaksa Agung 
Republik Indonesia 
Nomor : PER-
016/A/JA/07/2013 
tentang Urusan Dalam di 
Lingkungan Kejaksaan 
Republik Indonesia 

Telah berlakunya 
Peraturan Presiden 
Nomor 38 Tahun 2010 
tentang Organisasi 
dan Tata Kerja 
Kejaksaan Republik 
Indonesia 
sebagaimana telah 
beberapa kali diubah 
terakhir dengan 
Peraturan Presiden 
Nomor 15 Tahun 2024 
tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan 
Presiden Nomor 38 
Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata 
Kerja Kejaksaan 
Republik Indonesia 
dan Peraturan Jaksa 
Agung Nomor PER-
006/JA/07/2017 
tentang Organisasi 
dan Tata Kerja 
Kejaksaan Republik 
Indonesia 
sebagaimana telah 
beberapa kali diubah 
terakhir dengan 
Peraturan Kejaksaan 

a. Dengan berlakunya 
Peraturan Kejaksaan 
Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2024 
tentang Perubahan 
Keempat atas 
Peraturan Jaksa 
Agung Nomor PER-
006/JA/07/2017 
tentang Organisasi 
dan Tata Kerja 
Kejaksaan Republik 
Indonesia, maka 
tugas dan fungsi Biro 
Umum semakin 
banyak dan luas 
sehingga Peraturan 
Kejaksaan baru 
tentang Perubahan 
Peraturan Jaksa 
Agung Republik 
Indonesia Nomor : 
PER-
016/A/JA/07/2013 
tanggal, 18 Juli 2013 
tentang Urusan 
Dalam di Lingkungan 
Kejaksaan Republik 
Indonesia  sudah 
tidak relevan karena 

Dengan Adanya 
Rancangan Peraturan 
Kejaksaan Tentang 
Urusan Dalam Di 
Lingkungan Kejaksaan 
Republik Indonesia 
diharapkan dapat 
mengatur dengan jelas 
tugas dan fungsi setiap 
bagian di Biro Umum 
terkait fungsi,  
a. pelaksanaan urusan 

ketatausahaan 
Jaksa Agung, Wakil 
Jaksa Agung, Staf 
Ahli, Asisten Umum 
Jaksa Agung, dan 
Asisten Khusus 
Jaksa Agung;  

b. pelaksanaan 
keprotokolan dan 
pengamanan Jaksa 
Agung, Wakil Jaksa 
Agung, Jaksa 
Agung Muda, dan 
Kepala Badan;  

c. pelaksanaan urusan 
keamanan dan 
pengamanan objek 
khusus;  

1. Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 
2004 tentang 
Kejaksaan 
Republik Indonesia 
sebagaimana telah 
diubah dengan 
Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 
2021 tentang 
Perubahan atas 
Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 
2004 tentang 
Kejaksaan 
Republik 
Indonesia; 

2. Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 
2O23 tentang 
Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 
2Ol4 Nomor 6, 
Tambahan 
Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
Nomor 549 

6. Penyesuaian Dengan 
Peraturan Jaksa Agung Nomor 
PER-006/JA/07/2017 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja 
Kejaksaan Republik Indonesia 
sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Kejaksaan Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 
2024 tentang Perubahan 
Keempat atas Peraturan Jaksa 
Agung Nomor PER-
006/JA/07/2017 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja 
Kejaksaan Republik Indonesia, 
karena adanya pemecahan 
dan tambahan bagian maupun 
subbagian yang baru di Biro 
Umum. 

7. Penyesuaian Isi dan Norma 
dalam Rancangan Peraturan 
Kejaksaan Tentang Urusan 
Dalam Di Lingkungan 
Kejaksaan Republik Indonesia 
karena adanya Isi dan Norma 
dalam Peraturan Kejaksaan 
Sebelumnya yang sudah tidak 
sesuai dengan jaman dan 
kondisi Organisasi Kejaksaan 
saat ini. 

Berlaku Nasional dan 
menjadi dasar untuk 
pelaksanaan Urusan 
Dalam di Lingkungan 
Kejaksaan Republik 
Indonesia 

Lampiran II Nota Dinas Kepala Biro Umum 
Nomor : B-1992/C.3/Cum/12/2025 
Tanggal : 15 Desember 2025 



 

Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2024 
tentang Perubahan 
Keempat atas 
Peraturan Jaksa 
Agung Nomor PER-
006/JA/07/2017 
tentang Organisasi 
dan Tata Kerja 
Kejaksaan Republik 
Indonesia, sehingga 
bertambahnya Tugas 
dan Fungsi Biro Umum 
semakin luas dan 
mencakup hal-hal 
yang penting dalam 
mendukung tugas dan 
fungsi bidang lain 
dalam organisasi 
Kejaksaan Republik 
Indonesia 

banyaknya 
penambahan 
bagian/subbagian 
dibawah biro Umum 
maka perlu 
perangkat hukum 
dalam mendukung 
tugas dan fungsi Biro 
Umum. 

b. Sudah seharusnya 
Urusan Dalam 
Kejaksaan Republik 
Indonesia harus 
selalu menyesuaikan 
dengan Organisasi 
dan Tata Kerja 
Kejaksaan karena 
melaksanakan 
Tugas dan Fungsi 
Biro Umum yang 
sangat krusial dalam 
mendukung bidang 
Teknis lainnya. 

 

d. pengelolaan senjata 
api dinas;  

e. pengelolaan Rumah 
Tahanan Negara 
Salemba Cabang 
Kejaksaan Agung;  

f. pengawasan tata 
tertib pegawai;  

g. pelaksanaan urusan 
ketatausahaan, 
kearsipan, dan 
persuratan;  

h. pelaksanaan 
pengelolaan 
prasarana dan 
sarana; dan  

i. pelaksanaan urusan 
kerumahtanggaan 
dan fasilitasi 
pembinaan rohani.  

 

3. Peraturan 
Pemerintah 
Republik Indonesia 
Nomor 94 Tahun 
2021 Tentang 
Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil; 

4. Peraturan Presiden 
Nomor 15 Tahun 
2024 tentang 
Perubahan Ketiga 
atas Peraturan 
Presiden Nomor 38 
Tahun 2010 
tentang Organisasi 
dan Tata Kerja 
Kejaksaan 
Republik 
Indonesia; 

5. Peraturan Presiden 
Nomor 21 Tahun 
2023 tentang Hari 
Kerja dan Jam 
Kerja Instansi 
Pemerintah dan 
Pegawai Aparatur 
Sipil Negara; 

6. Peraturan Jaksa 
Agung Nomor 
PER-
006/JA/07/2017 
tentang Organisasi 
dan Tata Kerja 
Kejaksaan 
Republik Indonesia 

8. Penyesuaian Rancangan 
Peraturan Kejaksaan Tentang 
Urusan Dalam Di Lingkungan 
Kejaksaan Republik Indonesia 
dengan Peraturan lain yang 
ada di Kejaksaan Republik 
Indonesia; 



 

sebagaimana telah 
beberapa kali 
diubah terakhir 
dengan Peraturan 
Kejaksaan 
Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 
2024 tentang 
Perubahan 
Keempat atas 
Peraturan Jaksa 
Agung Nomor 
PER-
006/JA/07/2017 
tentang Organisasi 
dan Tata Kerja 
Kejaksaan 
Republik 
Indonesia; 

7. Peraturan Jaksa 
Agung Nomor 
PER-
018/JA/08/2008 
tentang Pengguna 
Lambang Korps 
Adhyaksa; 

8. Peraturan Jaksa 
Agung Republik 
Indonesia Nomor 
Per-
015/A/Ja/07/2013  
Tentang 
Perubahan Atas 
Peraturan Jaksa 
Agung Nomor Per 



 

22/A/JA/03/2011 
Tentang 
Penyelenggaraan 
Pengawasan 
Kejaksaan 
Republik 
Indonesia; 

9. Peraturan 
Kejaksaan 
Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 
2023 Tentang Tata 
Kelola Senjata Api 
Dinas Di 
Lingkungan 
Kejaksaan 
Republik Indonesia 

10. Peraturan 
Kejaksaan 
Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 
2021 Tentang 
Perubahan Kedua 
Atas Peraturan 
Kejaksaan Nomor 
Per-
002/A/Ja/04/2018 
Tentang Pakaian 
Dinas Pegawai 
Kejaksaan 
Republik Indonesia 

11. Peraturan Jaksa 
Agung Nomor 
PER-
014/A/JA/08/2017 



 

tentang Pedoman 
Keprotokolan di 
lingkungan 
Kejaksaan 
Republik Indonesia 

12. Keputusan Jaksa 
Agung Nomor 
KEP-
074/JA/07/1978 
Tentang 
Pengesahan Panji 
Adhyaksa; 

13. Keputusan Jaksa 
Agung Nomor 
KEP-
030/JA/03/1988 
Tentang 
Penyempurnaan 
Doktrin Kejaksaan 
Tri Krama 
Adhyaksa; 

14. Pedoman Nomor 
19 Tahun 2021 
Tentang 
Pengelolaan 
Rumah Tahanan 
Negara di 
Lingkungan 
Kejaksaan 
Republik Indonesia 

 



 

2 Pedoman Jaksa Agung 
Republik Indonesia 
Tentang 
Penyelenggaraan 
Pemeliharaan  
Senjata Api Di 
Lingkungan Kejaksaan 
Republik Indonesia 
 

Dikarenakan telah 
berlakunya Peraturan 
Kejaksaan Republik 
Indonesia Nomor 1 
Tahun 2023 Tentang 
Tata Kelola Senjata 
Api Dinas Di 
Lingkungan Kejaksaan 
Republik Indonesia 
dalam Bab VIII 
Ketentuan Lain-lain di 
Pasal 36 “Ketentuan 
lebih lanjut mengenai 
administrasi tata kelola 
Senjata Api Dinas di 
lingkungan Kejaksaan 
ditetapkan oleh Jaksa 
Agung” maka perlu 
kiranya dibuat 
Pedoman Jaksa 
Tentang 
Penyelenggaraan 
Pemeliharaan Senjata 
Api Di Lingkungan 
Kejaksaan Republik 
Indonesia. 

a. Pedoman ini 
dimkasudkan 
sebagai acuan bagi 
satuan kerja dan / 
atau pejabat yang 
berwenang dalam 
menyelenggarakan 
pemeliharaan 
senjata api Dinas 
dilingkungan 
Kejaksaan Republik 
Indonesia. 

b. Pedoman ini 
bertujuan  untuk 
optimalisasi 
penyelenggaraan 
pemeliharaan 
senjata api di 
LIngkungan 
Kejaksaan RI yang 
tertib, professional 
dan akuntabel serta 
menjamin 
pelaksanaan 
penyelenggaraan 
pemeliharaan 
senjata api 
terlaksana secara 
efektif dan efisien. 

 

Sasaran 
penyelenggaraan 
pemeliharaan senjata 
api adalah untuk 
mencapai sistem 
pemeliharaan yang 
efektif dan efisien 
dalam rangka 
menjamin terwujudnya 
kondisi dan kesiapan 
senjata api agar selalu 
siap digunakan, 
menjamin terwujudnya 
tertib administrasi 
pengurusan 
pemeliharaan senjata 
api, serta 
terlaksananya 
pengawasan dan 
pengendalian 
pelaksanaan 
pemeliharaan senjata 
api satuan secara 
optimal. Bagian Kedua 
Sistem, Tingkat dan 
Fungsi  
 

1. Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 
1948 tentang 
Pendaftaran dan 
Pemberian Izin 
Pemakaian 
Senjata Api 
(Lembaran Negara 
Republik 
Indonesia Tahun 
1948 Nomor 17); 

2. Undang-Undang 
Nomor 12 Darurat 
Tahun 1951 
tentang Mengubah 
Ordonansi 
Peraturan 
Hukuman Istimewa 
Sementara 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1951 Nomor 
78); 

3. Peraturan 
Pemerintah 
Pengganti 
Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 
1960 tentang 
Kewenangan 
Perizinan yang 
Diberikan Menurut 
Perundang-
Undangan 
Mengenai Senjata 

A. Sasaran Penyelenggaraan  
     Sasaran penyelenggaraan 

pemeliharaan senjata api 
adalah untuk mencapai sistem 
pemeliharaan yang efektif dan 
efisien dalam rangka 
menjamin terwujudnya kondisi 
dan kesiapan senjata api agar 
selalu siap digunakan, 
menjamin terwujudnya tertib 
administrasi pengurusan 
pemeliharaan senjata api, 
serta terlaksananya 
pengawasan dan 
pengendalian pelaksanaan 
pemeliharaan senjata api 
satuan secara optimal. Bagian 
Kedua Sistem, Tingkat dan 
Fungsi  

B. Sistem pemeliharaan senjata 
api merupakan rangkaian 
unsur-unsur/ subsistem 
pemeliharaan senjata api 
yang saling terkait dan saling 
berpengaruh di dalam 
penyelenggaraan 
pemeliharaan senjata api, 
meliputi:  
a. penyelenggara 

pemeliharaan, yaitu 
pengguna senjata api 
maupun pembina teknis 
materiil, mempunyai 
tanggung jawab 
pemeliharaan senjata api 

Berlaku Nasional dan 
menjadi dasar untuk 
pelaksanaan 
Penyelenggaraan, 
Penyimpanan dan 
Penggunaan Senjata 
Api Dinas Di 
Lingkungan Kejaksaan 
Republik Indonesia 



 

Api (Lembaran 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 
JAKSA AGUNG 
REPUBUK 
INDONESIA 1960 
Nomor 62, 
Tambahan 
Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
Nomor 1994); 

4. Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 
2004 tentang 
Kejaksaan 
Republik Indonesia 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 
67, Tambahan 
Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
Nomor 4401) 
sebagaimana telah 
diubah dengan 
Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 
2021 tentang 
Perubahan atas 
UndangUndang 
Nomor 16 Tahun 
2004 tentang 
Kejaksaan 
Republik Indonesia 
(Lembaran Negara 

berdasarkan tingkat 
kemampuan dan 
kewenangan di dalam 
pemeliharaan; 

b. sasaran pemeliharaan, 
meliputi seluruh jenis dan 
macam senjata api agar 
selalu dalam kondisi siap 
digunakan dan memiliki 
usia pakai yang optimal 
guna mendukung 
penyelenggaraan 
pertahanan negara;  

c. metoda pemeliharaan, 
metoda yang digunakan 
adalah dengan 
melaksanakan fungsi-
fungsi pemeliharaan 
secara efektif dan efisien 
serta berpedoman pada 
prosedur baik teknis 
maupun administrasi yang 
berlaku; dan  

d. dukungan pemeliharaan 
meliputi kemampuan teknis 
personel pelaksana 
pemeliharaan, 
kemampuan dukungan 
fasilitas, sarana dan 
prasarana pemeliharaan, 
serta kemampuan 
dukungan anggaran 
pemeliharaan.  

C. Tingkat pemeliharaan 
senjata api terbagi dalam 



 

Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 
298, Tambahan 
Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
Nomor 6755); 

5. Peraturan 
Presiden Nomor 38 
Tahun 2010 
tentang Organisasi 
dan Tata Kerja 
Kejaksaan 
Republik Indonesia 
sebagaimana telah 
beberapa kali 
diubah terakhir 
dengan Peraturan 
Presiden Nomor 15 
Tahun 2021 
tentang Perubahan 
Kedua atas 
Peraturan 
Presiden Nomor 38 
Tahun 2010 
tentang Organisasi 
dan Tata Kerja 
Kejaksaan 
Republik Indonesia 
(Lembaran Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 
67); 

6. Peraturan Jaksa 
Agung Nomor 
PER-

tingkatan pemeliharaan 
senjata api yang meliputi:  
a. tingkat organik;  
b. tingkat ringan;  
c. tingkat sedang, dan  
d. tingkat berat.  

D. 1. Tingkat pemeliharaan 
senjata api sebagaimana 
dimaksud dalam huruf 
C(a), dilakukan oleh 
Satuan 
Pemakai/Pengguna 
dengan melakukan 
pemeliharaan sederhana 
yang bersifat 
pemeliharaan 
pencegahan dan deteksi 
dini terhadap timbulnya 
kerusakan awal.  

2. Tingkat pemeliharaan 
senjata api sebagaimana 
dimaksud dalam huruf 
C(b), dilakukan oleh 
instalasi pemeliharaan 
lapangan yang dilakukan 
secara sistematis dan 
periodik dengan 
kemampuan teknis dan 
peralatan pemeliharaan 
yang sederhana.  

3. Tingkat pemeliharaan 
senjata api sebagaimana 
dimaksud dalam Huruf 
C(c), dilakukan oleh 
instalasi pemeliharaan 



 

006/A/JA/07/2017 
tentang Organisasi 
dan Tata Kerja 
Kejaksaan 
Republik Indonesia 
(Berita Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 
1069) 
sebagaimana telah 
beberapa kali 
diubah terakhir 
dengan Peraturan 
Kejaksaan Nomor 
1 Tahun 2022 
tentang Perubahan 
Ketiga atas 
Peraturan Jaksa 
Agung Nomor 
PER-
006/A/JA/07/2017 
tentang Organisasi 
dan Tata Kerja 
Kejaksaan 
Republik Indonesia 
(Berita Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 
33); 

7. Peraturan 
Kejaksaan 
Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 
2023 Tentang Tata 
Kelola Senjata Api 

daerah yang dilakukan 
secara sistematis dan 
periodik dengan 
kemampuan teknis dan 
peralatan pemeliharaan 
yang khusus.  

4. Tingkat pemeliharaan 
senjata api sebagaimana 
dimaksud dalam huruf 
C(d), dilakukan oleh 
instalasi pemeliharaan 
pusat, secara sistematis 
dan periodik dengan 
kemampuan teknis dan 
peralatan pemeliharaan 
yang dapat menjawab 
kebutuhan teknis 
pemeriksaan, rebuild, 
produksi, maupun 
assembling.  

E. Fungsi penyelenggaraan 
pemeliharaan senjata api, 
meliputi:  
a. pemeliharaan 

pencegahan, merupakan 
kegiatan teknis yang 
dilakukan selama 
senjata api dalam 
penimbunan di gudang, 
selama dalam 
pengangkutan, di Satuan 
Pemakai baik sebelum, 
selama maupun 
sesudah digunakan, 
dilaksanakan secara 



 

Dinas Di 
Lingkungan 
Kejaksaan 
Republik Indonesia 
(Berita Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 
15); 

 

sistematis dan terus 
menerus oleh pengguna 
senjata api di Satuan 
Pemakai maupun di 
gudang persediaan 
lapangan, daerah dan 
pusat dengan tujuan 
untuk mencegah 
kerusakan kecil sebelum 
menimbulkan kerusakan 
yang lebih besar/berat;  

b. pemeriksaan dan 
pengawasan, 
merupakan kegiatan 
teknis yang 
dilaksanakan oleh 
Satuan 
Pemakai/Pengguna 
maupun unsur 
pelaksana teknis 
pemeliharaan, mulai dari 
tahap penerimaan, 
penimbunan, 
pengeluaran, sampai 
tahap pengembalian dan 
penghapusan, guna 
mengetahui tingkat 
kondisi kesiapan dan 
tingkat kerusakan 
senjata api;  

c. administrasi, dalam 
melaksanakan kegiatan 
pemeliharaan senjata 
api, wajib diikuti dengan 
kegiatan administrasi 



 

yang jelas, sebagai 
pertanggungjawaban 
Satuan Pemakai 
maupun Instalasi 
Pemeliharaan;  

d. penentuan klasifikasi 
dan kondisi senjata api, 
merupakan kegiatan 
pengelompokan senjata 
api yang wewenangnya 
berada pada Instalasi 
Pemeliharaan;  

e. perbaikan, merupakan 
kegiatan teknis 
pemeliharaan, yang 
dilaksanakan oleh setiap 
instalasi pemeliharaan 
lapangan, daerah 
maupun pusat, secara 
sistematis dan periodik 
dengan memperbaiki 
kerusakan tingkat 
ringan, sedang, sampai 
dengan tingkat berat, 
dengan tujuan 
memulihkan kembali 
kondisi senjata api agar 
siap digunakan;  

f. rebuild, merupakan 
kegiatan teknis 
pemeliharaan dan 
perbaikan yang 
dilakukan dengan 
memperbaiki kerusakan 
dan memulihkan kondisi 



 

senjata api, dengan cara 
memperbaiki bagian 
yang mengalami 
kerusakan dan atau 
mengganti komponen 
yang rusak dengan 
komponen yang bare;  

g. produksi, merupakan 
kegiatan teknis 
pemeliharaan dan 
perbaikan senjata api 
yang dilakukan dengan 
cara, memproduksi 
komponen tertentu dan 
atau suku cadang 
senjata api;  

h. assembling, merupakan 
kegiatan teknis 
pemeliharaan dan 
perbaikan, yang 
dilakukan dengan cara 
melaksanakan perakitan 
komponen-komponen 
tertentu dan atau suku 
cadang sehingga 
berbentuk pucuk senjata 
api;  

i. uji coba, merupakan 
kegiatan teknis 
pengujian terhadap 
kondisi dan kemampuan 
serta fungsi setiap 
komponen senjata api 
maupun peti kemas yang 
telah diperbaiki, 



 

dihadapkan dengan 
spesifikasi teknis atau 
syarat standar jenis 
senjata api, agar senjata 
api dapat digunaka.n 
dengan jaminan tingkat 
keamanan yang tinggi; 
dan  

j. preservasi dan 
penyingkiran/penyisihan, 
merupakan kegiatan 
teknis pemilahan dan 
pengelompokan jenis 
senjata api yang 
kondisinya baik, g. 6 
rusak dapat diperbaiki 
maupun rusak tidak 
dapat diperbaiki dalam 
rangka pemeliharaan 
dan perbaikan maupun 
pemusnahan.  
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